PENERINTAH KABUPATZEL DALLULIH TIVGKAT II BiNYUMLS

PERATURAN DAERAH XKABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 8 TAHUN 1986
~ TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT TI BA-

NYUMAS .
DEﬁGAN RAHMA? TUHAN YANG MAHA.ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS
Menimbang ! ae bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor

3 Tohun 1988 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ke='
tua, Wekil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
jos Peraturan Menteri Dalam Neéeri Nomor : 160=1322 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
. 1986, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Ang -
gota Dewan Perwaokilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak
geguai lagi 3
b, bahwa dengan demikian, maka perlu menetapkan Permturan Deerah
yanz baru, '

Mengingat ¢ 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok=pokok Pemerip
tahan di Daerahj L i
2+ Un?ong=undang Nomor 13 Tehun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengahj
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tnhun 1976 tentang Pegawai Ne -
' geri yong menjadi FPejabat Negarag
' s 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang =
Pedoman mengenai Kedudukan Keuangen Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota DPRD. jo,. Peratpran Menteri Dalam Negeri Nomor 160 =
1322 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 1980; :
5 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah =
Tingkat II Banyumas Nomor : 11/I/III/DPRD/78 Tanggal 29 Juli
: 1978 iantang Peraturan Tata Tertib: DPRD.Kab.Dati II Banyumaag
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan ﬁakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas . it
MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG
& KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWA-
KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS,

BAB Io‘ooocooooo.cogt
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KETENTUAN UMUM
Pagal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a« Kepala Daersh ¢ ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyu -
. mas
be DPRD ¢ ialah Dewan Perwakilan Rokyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas {

¢+ Dacrsh ¢ ialah Laéreh Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu
mas §
d, Ketua : ‘ : ialah Ketua Dewan Perwakilan Rokyat Daerah Ka=

bupaten Daerah Tipgkat II Banyumas ;
ianlah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Da =
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

e. Wakil Ketua

o

f. Anggota ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 3 .

g« Uang Paket ialah Uang yang dibayarkan® kepada Anggota De =

won Perwakilsn Rakyat Daerah untuk setiap kali
menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang seh, telah termasuk didalamnya u -
ang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang -
: Hokan

h, Uang Kehormatan ¢ ialah uang tunjangen bulanan tetap berupa uang
yang diberiken kepada Pimpinon Dewan Perwakil -
an Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya
sebagai Ketua, Wakil Ketuo Dewan Perwokilan =
Rakyat Daoerah ¢

i. Uang Representasi 5 ¢ ialah tunjangan bulanan tetap'berupa uang yang

- diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Per- .

wakilan Rakyat Daerah berhubung dengan keduduk :
annya.

Pasal 2 :
(1) Tonggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialoh tang =~
‘ gal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya se-
bagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggotaj
(2) £oat berhenti memangku jobatan Ketua, Wakil Ketug dan Anggota ialah tanggal

ids
D

mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunias.

7 %8 BAB II
UANG  PAKET
Pagal 3

(1) Uang Paket bagi Anggota ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan perun =
dang=-undangon yang berlakug

(2) Uang sesssveans




' : -3 -

(2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota yang nenghadiri rapat-rapat atau kune
Jungan kerja Dewan Perwskilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan : :
as Untuk rapat-rapat atau kunjungun kerja satu hari satu malam hanya diba=

yarkan satu kall uang paket 3
be Selain uang paket tidak dibayarkan lugi uang sidang, uang pengangkuten
lokal dan uang makan. =y
Pagal 4
Kepada Ketua dan Waekil Ketua tidak diberikan Uang Paket untuk rapat-rapat yang
dipimpin atau dihadirinya.
; Pagal 5
Rapat-rapat yang sah deri Ponitia yang dibentuk oleh Dewan Peiwakilan Rakyat =
Daerah dipandang sebagal rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terha -
dapnya berlaku ketentuan-kétentuun sebagaimana dimecksud dalam pasal 3 ayat ( 1)
Peraturan Daerah ini,

e e B L R B
UANG KEHORMATAN
Pagal 6

(1) Uang Kehormaten bagi Ketua dan Wakil Ketua ditetapkan sebesar sebagaimana
diatur dalem Peraturan perundang-undangan yang berlakul
(2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayvat (1) pasal ini, kepada Ketua dan
Wakil Ketua diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya, menurat -
Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil,
Pasal T
Pegawail Negeri Sipil dan atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
yang diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua tidak dibenurkan menerima pengha-
gilan rangkap.
Pagal 8 :
Apabila uang kehormatén gebagai Ketua atau Wakil Ketua kurang dori gaji pada =
waktu yang bersangkutan aktip sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Angka-
tan Bersenjota Republik Indonesia, moka kepadanya diberikan tambahan gelisih

kedua penghasilan itu,

BAB IV
UANG REPRESENTASI
Pasal 9

Di samping penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalom pasal 6 Peraturan
Daerah ini bagi Ketus dan Wakil Ketua diberikan uang Represéntasi sebesar seba=

gaimana dimtur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*

BAB V
RUMAH JABATAN
Pagal 10

Kepada Ketua dan Wokil Ketua seloma mereka dalam jabatan tersebut dan_bilamana

Keuangan Daemah memungkinkan, dapat disedickan sebuah rumah jabatan dengan ke =

tentuall sseesss
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tentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemaokaian air, listrik, pesawat tilpun
dan gas untuk rumoh tersehut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus

ditinggolkan dan atau dikembaliken kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban

dari pihok Pemerintah Daersah pada waktu yang bersangkutan berhenti seba=
gai Ketua / Waekil Ketua.,

BAB VI
UANG JALAN, UANG PENGINAPAN
DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal .11

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang melakukan perjalanan di =
nag diberikan Uang Perjalanan den Uang Penginapan yang harus diper =
tanggung jawabkan sesuai dengan persturan yang berlaku bagi Pegawai
Negeri Sipilyg

(2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalonan pindeh dari kedi =
aman semula ketempet kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daergh yang
befsangkutan dan gebaliknya.

B AR VLT
TUNJANGAN « TUNJANGAN
: Pasal 12

(1) Tunjangan Kesehataon Ketua, Wakil Ketua dan Anggota besarnya ditetap-
kan oleh Kepala Daerahj

(2) Tunjongan Kematian bagi Ketua dan Wakil Ketua, diberikan kepada ahli
warisnya gsebanyok 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila
yang bersangkutan meninggal dunia dalam menjalonkan tugas, diberikan
tunjangan kematian sebanyak 2 {dua) bulan uang kehormatan bersih}

(3) Tunjangan Kemotian bagi Anggota disesuaikan dengan koternt uan sebagai=-
mana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yang sebanyak-banyoknya sama =
dengan tunjangan kemotion yang diterima oleh ahli waris seorang Wakil
Ketuay

(4) Tunjangan-tunjangan lain diberikar menurut ketentuan yang berlakue
Pasal 13

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Katua dan Angpota yang meninggal dunia
- dari tempat kedudukannya ketempat kedioman semula, apabila dikehendaki
ahli warisnya ditangpung oleh Pemerintah Daerahs

\

BAB VIII
TANDA PENGHARGAAN
Pasal 14

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggote pada akhlr masa jabatannya atau
waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau menlnggal dunla,
diberikan uang tanda pengharaan 3 '

Qe bagi secsvesnsren




v
-5-\ i

8. bagi Ketua dan Wakil Ketua untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan
sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyak-
nya 6 (enam) kali uang kchormatan bersih ;

be bagi Anggota disesuaikan dengan ketentuan sebagaimsna dimaksud dalam
ayat (1) huruf a pasal ini, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daeresh
dengen memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan sebanyak=banyaknya
sama dengan uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ke-

tua.

(2) Masa memangku jabatecn yeug kurang darl 6 (enam) bulan dibulatkan keatas -
menjadi 6 (enam) bulan penuhj}

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal dunia uang tanda peng-
hargaan sebagaimana dimuksud delam ayat (1) pasal ini diberikan kepada =

ahli~warisnya.

B Bersls
KETENTUAN PERALIHAN
Pasgal 15

(1) Segala akibat keuangen karena ketentuan~ketentuan Peraturan Daerah ini men-
Jjadi beban keuangan Daerahj
(2) Hal=hal yong belum cukup diatur dalam Percturan Doerah ini yang bersifat pe

laksanaan akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
s
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sadel &wet

(1) Dsngan beriakunyas Paraturan Daerah 1n1 moka Peraturan Daerah Kabupaten Ba -
nyumas Nomer 1 Tohue 12972, tentang Kedudkkan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dew’ an Perw5kfrdn‘Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 2 Juni -
1972 dlundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 1973,
Ser1 ¢ Tahun 1973° medr 191, dlnyatakangtldak berlaku lagi}

el A

(2) @er&tur@m Daeraﬂ 1n1 mula;,berlaku pada | tanggal diundangkan,

Ager supaya setiap orang dapat mengetohuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daersh ini dengan penempatannyo dalaom Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat IT Banyumas.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS ‘

NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH'KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT BANYUMAS,

UMUM, :

Dengan berlakunyo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 ten=
tang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota De=
wen Perwakilan Raokyat Daerah, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s 160~
1322 tentang Perubshan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun =
1980, sebagai pelaksanaan pasal 28 ayat (1),(3) don (4) Undang-undang Nomor
5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintaohon di Daerah, maka perlu menin -
jau kembali Peraturan Daerah Kobupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1972, yang tg
lah disshkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Keputusan tang-
gol € Oktober 1973, No, Hukm.G.5/12/7, diundangkan den dimuat dalam Lembaran
Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 Nomor 191, ‘

Oleh karena bentuk, sistimatikenya maupun besarnya Uang Paket bagi Ang -
gota, Uang Represertasi, Uang Kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua, sudah
tidak sesuai lagi dengon perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan =

diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

PASATL DEMI PASAL,

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas,
Pasal 3 ¢ Cukup jelas, B
Pasgal 4 : Cukup jelas,
Pasgal 5 : Yang dimaksud dengan Panitia yang dibentuk oleh De=
wan Perwokilan Rakyat Daerah, antara lain 3
- Panitia Musyawarah,
- Panitia Anggarane =
- Panitia Khusus.
: Rapat Fraoksi.
Pasal 6 ¢ Cukup jelas.
Pogal 7 s Cukup jelas.
Pagal 8 : Cujup Jjelas.
Pasal 9 : Cukup jelags
Pasal 10 : Cukup jelas. e
Pasal 11 : Yang dimoksud dengan perjalaenan dinas dalam pasal

ini ialah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan
yang berlaku t
ae perjelanan pindah.

be. perjalanan jabatan,

Pasal 12 essesse




yang dimaksud dengan tunjangan-tunjongan lain

.ialah,tunﬁanéan-tunjahgan\yang pelaksanaoannya
di tetapkan oleh Kepala Daerah. -
Pasal 13 = buloup foltar .
Pasal 14 - - Cukup jelas.
 Pasal 15 : ,éﬁkup-jelas. -
“Posgl 16 ‘ , Cukup jelase
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